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Abstrak
 

Penelitian ini menganalisis perilaku doksing, terutama yang dilakukan oleh figur publik, menggunakan

metode yuridis-normatif. Fokusnya adalah penerapan prinsip pemrosesan Data Pribadi dalam UU PDP

terkait doksing, pertanggungjawaban hukum pelaku, dan perlindungan bagi korban menurut UU PDP dan

UU ITE. Doksing, pengungkapan Data Pribadi tanpa izin, dapat melanggar prinsip UU PDP seperti terbatas

dan spesifik, merugikan hak subjek, dan melanggar transparansi hukum. Meski UU PDP dan UU ITE

memberikan dasar hukum, belum ada regulasi eksplisit mengenai doksing, menciptakan ketidakpastian

hukum. Dampak doksing, khususnya oleh figur publik, kompleks dan serius, termasuk dampak psikologis,

emosional, ekonomis, dan sosial pada korban. UU PDP dan UU ITE bisa memberikan perlindungan, meski

tidak eksplisit, dengan sanksi pidana penjara dan denda. Namun, pengaturan eksplisit tentang doksing

dibutuhkan untuk kepastian hukum. Pembentukan regulasi tersebut harus mempertimbangkan dampak

berkepanjangan pada korban sebagai dorongan untuk menghentikan praktik doksing dan memberikan

keadilan.

......This research analyzes doxing behavior, especially by public figures, using a juridical-normative

method. The focus is on the application of principles of Personal Data processing in the Personal Data

Protection Law (UU PDP) related to doxing, legal accountability of perpetrators, and legal protection for

victims according to UU PDP and the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). Doxing, the

unauthorized disclosure of Personal Data, may violate UU PDP principles such as limitations, subject's

rights, and legal transparency. Although UU PDP and UU ITE provide a legal basis, there is no explicit

regulation on doxing, creating legal uncertainty. The impact of doxing, especially by public figures, is

complex and serious, including psychological, emotional, economic, and social effects on victims. UU PDP

and UU ITE can offer protection, although not explicitly, with criminal sanctions such as imprisonment and

fines. However, explicit regulation on doxing is needed for legal certainty. The formulation of such

regulation should consider the prolonged impact on victims as an incentive to stop doxxing practices and

provide justice.
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